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Berita Acara Harmonisasi 

 

Pada hari ini Selasa, 31 Oktober 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Yudha Purnawan Sudijanto 

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 

Instansi : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan  

  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa. 

Nama  : Muhammad Waliyadin 

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II 

Instansi : Kementerian Hukum 

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi. 

 

Menyatakan: 

1. berdasarkan surat Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor B-
34/HK.02.01/B2/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian 
Rancangan Peraturan Menteri, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri 
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan Dan 
Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh Tim Kerja 
Harmonisasi Kementerian Hukum serta perwakilan dari Kementerian Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia; 

2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, 

sejajar, dan putusan pengadilan; dan 

3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2,  

pemrakarsa  bersedia  melakukan  pembahasan  ulang dan  melakukan perubahan 

terhadap Peraturan Menteri tersebut. 
 

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak. 

Pemrakarsa, 
 
 

 
 

 
Yudha Purnawan Sudijanto 

Pembina Tim Harmonisasi, 
 
 
 
 

 
Muhammad Waliyadin 

 
 

Mengetahui 
Direktur Harmonisasi  

Peraturan Perundang-undangan II, 
 

 
 
 

Muhammad Waliyadin 
 


